SALINAN

WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA

NOMOR 28 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 68
TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN

Menimbang

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan
Pemberdayaan  Masyarakat di Kelurahan, telah
ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 68
Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya
Nomor 70 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas
Peraturan Walikota Surabaya Nomor 68 Tahun 2019
tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;

. bahwa dalam rangka evaluasi terhadap efektivitas dan

efisiensi pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana
dan  prasarana kelurahan dan  pemberdayaan
masyarakat di kelurahan, maka Peraturan Walikota
Surabaya Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Kegiatan Pembangunan Sarana dan
Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di
Kelurahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Walikota Surabaya Nomor 70 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 68
Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
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c. bahwa Dberdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 68
Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan
Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan
Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi
Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah
Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4444);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor S5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
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10.

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4655);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6206);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 63);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

Peraturan  Menteri  Pekerjaan Umum  Nomor
12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem
Drainase Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 1451);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun
2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan
Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat
Di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 139);

N\

%

‘ Balai
Sertifikasi
‘ Elektronik

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE



12.

13.

14.

15.

16.

17.

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021
tentang Pedoman Swakelola (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 485);

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021
tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 512);

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593);

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 tahun 2021 tentang
Katalog Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 491);

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota
Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota
Surabaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Surabaya Nomor 3);

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 68 Tahun 2019
tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan
Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan dan
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita
Daerah Kota Surabaya Tahun 2019 Nomor 69)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota
Surabaya Nomor 70 Tahun 2022 tentang Perubahan
Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 68 Tahun
2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Daerah
Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 71);
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Menetapkan

18. Peraturan Walikota Surabaya nomor 94 tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian
Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan
Kelurahan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota
Surabaya Tahun 2021 Nomor 94).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 68
TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN
KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI
KELURAHAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Surabaya
Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita
Daerah Kota Surabaya Tahun 2019 Nomor 69)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota
Surabaya Nomor 70 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas
Peraturan Walikota Surabaya Nomor 68 Tahun 2019
tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Daerah
Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 71) diubah, sebagai
berikut:

1. Ketentuan ayat (1) huruf a Pasal 7 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Drainase dan selokan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, meliputi antara
lain berupa:

a. saluran lingkungan material beton pra cetak,
dengan pertimbangan dimensi (lebar dan
kedalaman) memperhatikan:

1. ketersediaan lahan dan kemudahan
pelaksanaan;

2. perencanaan pengembangan wilayah di
hulu lokasi pelaksanaan; dan

3. kebersinambungan dan  keberlanjutan
aliran air drainase.
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(2)

(3)

(4)

()

(6)

b. sarana penanggulangan genangan air
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)
huruf a, berupa pompa sentrifugal portable
beserta kelengkapannya; dan/atau pompa
celup dan generator set portable beserta
kelengkapannya;

c. sarana pemeliharaan drainase dan selokan
berupa glangsing dan lain-lainnya.

Sarana pengumpulan sampah dan sarana
pengolahan sampah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, berupa sarana
yang mendukung 3R (reduce, reuse, dan recycle)
antara lain: gerobak sampah, tempat sampah dan
peralatan pendukungnya.

Jaringan pengelolaan air limbah domestik skala
pemukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6 ayat (1) huruf c, berupa instalasi pengelolaan
air limbah domestik.

Alat pemadam api ringan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, berupa sarana
penanggulangan kebakaran termasuk dengan
pengisian ulang.

Jaringan hidran kering beserta kelengkapannya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)
huruf e, yang berfungsi untuk menyalurkan air
dari sumber air ke hidran yang berupa selang dan
nozzle.

Sarana prasarana lingkungan pemukiman
lainnya dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f,
antara lain berupa taman lingkungan, lingkungan
pemakaman dan  peralatan pemulasaraan
jenazah, atau rehabilitasi bangunan ringan.

2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 8 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

Jalan pemukiman sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (2) huruf a, berupa jalan lingkungan
yang menghubungkan antar persil berupa paving.

Jalan poros Kelurahan sebagaimana dimaksud
Pasal 6 ayat (2) huruf b, berupa jalan yang
menghubungkan antar jalan lingkungan berupa
paving.

Sarana dan prasarana transportasi lainnya
sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) huruf c,
berupa cermin tikungan dan senter lalu lintas.
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Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 15 Maret 2023

WALIKOTA SURABAYA,
ttd

ERI CAHYADI
Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 15 Maret 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,
ttd
Dr. Ikhsan, S.Psi., M.M.

Pembina Utama Muda
NIP 19690809 199501 1 002

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2023 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya,

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA
Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H.
NIP. 197803072005011004
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